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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI BULELENG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat
(2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2019;

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan :

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2018 tentang Penyusunan Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2013 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Buleleng.

3. Bupati adalah Bupati Buleleng.



Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019,

selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2019 adalah
dokumen Perencanaan Perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang
dimulai dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31
Desember 2019.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang
diperlukan untuk melaksanakannya.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah  sebelum disepakati dengan

DPRD.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(1)

Pasal 2

RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai
perencanaan program yang disusun dengan
mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari
pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Kabupaten Buleleng.

Sistematika RKPD Tahun 2019 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi landasan penyusunan KUA dan
PPAS Tahun 2019 dalam rangka penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Tahun 2019.

Pasal 3

Semua Perangkat Daerah membuat laporan

kinerja secara berkala atas pelaksanaan Rencana

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah .

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disampaikan kepada Bupati dan tembusannya

kepada:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Buleleng;

b. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng; dan

c. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng;

d. Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) akan menjadi bahan masukan dan bahan

pertimbangan untuk penyusunan perencanaan

tahun berikutnya.



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Buleleng.
Ditetapkan di Singaraja
a tanggal 13 Juli 2018
US SURADNYANA «
Diundangkan di Singaraja

ada tanggal 13 Juli 2018

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 43
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1.1

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Sebagaimana Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan
penjabaran dari Rencana (RPJMD) dan mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) memuat rancangan kerangka ekonomi
Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. @RKPD Kabupaten Buleleng Tahun
2019 disusun dengan mengacu pada UndangUndang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri)
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Proses penyusunan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019
dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 16 Permendagri Nomor

86 tahun 2017, dan dengan tahapan:

Persiapan penyusunan;
Penyusunan rancangan awal;
Penyusunan rancangan,;
Pelaksanaan Musrenbang;

Perumusan rancangan akhir; dan

o0 kb=

Penetapan.



Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya
maupun dengan dokumen anggaran, bahwa berdasarkan
Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah
menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam
RPJMD akan dijabarkan secara operasional pertahun selama
lima tahun menjadi prioritas perencanaan tahunan daerah
yang dituangkan ke dalam RKPD yang berfungsi sebagai
pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana
kerja (RENJA PD) yang mengacu pada Rencana Strategis
Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Sedangkan keterkaitan
dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, Renstra PD,
dan RENJA PD dengan dokumen anggaran, bahwa seluruh
dokumen  perencanaan bermuara pada penganggaran
(RAPBD/APBD) yang sebelumnya melalui beberapa tahapan
kebijakan keuangan yang masih perlu dirumuskan secara
bersama baik antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan penentuan prioritas plafon anggaran
sementara (PPAS). RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019
sebagai penjabaran tahun kedua RPJMD Kabupaten Buleleng
2017-2022 dengan tema “Sinergitas Antar Sektor Guna
Mendukung Pembangunan Pertanian Untuk Pertumbuhan
Ekonomi Berkualitas”, tema ini merupakan kesinambungan
upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan
dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen
masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang
tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan
tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan
masyarakat secara berkelanjutan. Seluruh kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Buleleng tahun 2019
diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan lima
tahun serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan
sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD
Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Selain itu, penyusunan
RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019, selaras dengan

program kerja Provinsi Bali, dan juga mengacu pada



pelaksanaan agenda pembangunan nasional (NAWA CITA) yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dijabarkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Adapun
konsistensi tema pembangunan Kabupaten Buleleng dengan
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali dan Rencana
Kerja Pembangunan Nasional dapat dilihat pada gambar 1.1

berikut ini:

Gambar 1.1 Perbandingan Tema RKPD

A

A 4

Sumber: Bappeda Kabupaten Buleleng, 2018

A




Kesimpulannya, RKPD tahun 2019 adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang fokus
pada sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan pada
tahun 2019 melalui pendekatan teknokratik, partisipatif,
politis, dan atas-bawah dan bawah-atas. RKPD tahun 2019
merupakan RKPD tahun kedua dari RPJMD Kabupaten
Buleleng, sebagai bentuk analisa kondisi eksisting daerah
serta menjaga kesinambungan rencana pembangunan provinsi
dan nasional. RKPD 2019 juga memperhatikan dokumen
perencanaan strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan
Selanjutnya RKPD akan dijabarkan dalam Renja Perangkat

Daerah dan dipedomani dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Buleleng Tahun 2019 mengacu pada peraturan

perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 550);

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1);



1.3 Hubungan antar Dokumen

RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang
disusun dalam rangka untuk menjamin keterkaitan,
konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan = pengawasan, serta
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan
penyusunan APBD Pemerintah Tahun 2019. Penyusunan
RKPD Tahun 2019 merupakan bagian dari penerapan sistem
perencanaan pembangunan nasional, maupun regional dan
bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran
terpadu. Dokumen RKPD Tahun 2019 menjadi pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan
Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Perangkat Daerah (PD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2019.
Hubungan dokumen RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019
dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada

Gambar 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.2

Keterkaitan Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah
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Dalam praktiknya, penyusunan RKPD Kabupaten
Buleleng Tahun 2019 juga disusun dengan memperhatikan
kebijakan tingkat Nasional dan Provinsi Bali. Penyusunannya
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebagai penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Bali Tahun 2013-2018.

1.3.1. Hubungan dengan RKP Nasional.

RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 mengacu
berbagai substansi dalam RKP nasional. Dalam menjaga
sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP
nasional harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD
Kabupaten Buleleng. Meskipun RKPD harus berpedoman
kepada RPJMD Kabupaten Buleleng, tetapi dinamika nasional
dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal
utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah
pusat yang secara langsung maupun tidak langsung
berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan

Kabupaten Buleleng.

1.3.2. Hubungan dengan RKPD Provinsi Bali

RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 juga harus
mengacu pada berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Bali.
Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam
cakupan wilayah Provinsi Bali, RKPD provinsi Bali harus
menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buleleng.
Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun
dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja
Pemerintah Kabupaten Buleleng. Wilayah Kabupaten Buleleng

yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Bali,



sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan
Provinsi terkait dengan keberadaan kota atau kabupaten lain di

sekitar wilayah Kabupaten Buleleng.

1.3.3. Hubungan dengan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun
2017-2022.

RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2019 berpedoman
dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng
tahun 2017-2022 terkait perencanaan di tahun 2019.
Sementara RPJMD dimaksud masih dalam proses penyusunan,
maka dasar yang dipakai acuan dengan mempedomani visi
dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diselaraskan
dengan provinsi, prioritas nasional dan memperhatikan hasil
musrenbang kabupaten. Program pembangunan yang telah
ditetapkan dalam RPJMD diuraikan dalam berbagai kegiatan
pembangunan. Selain untuk menjabarkan, melalui RKPD
dapat diketahui hasil-hasil capaian kinerja tahunan dalam
mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat
dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target

pembangunan akhir periode perencanaan dalam RPJMD.

1.3.4. Hubungan dengan Renja Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2019 menjadi
pedoman bagi Renja Perangkat Daerah tahun 2019. Meskipun
RKPD menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah,
namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya.
Sehingga, waktu penyusunan dilakukan secara bersamaan.
RKPD Kabupaten Buleleng dan Renja Perangkat Daerah ini

harus selaras bersinergi.



1.3.5. Hubungan dengan RTRW Kabupaten Buleleng Tahun
2013-2033

RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2019 mengacu
kepada RTRW Kabupaten Buleleng Nomor 9 tahun 2013 dalam
proses penyusunannya. Perencanaan terkait tata ruang dan
pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2019 perlu
diakomodir dalam RKPD tahun 2019. Hal ini ditujukan untuk
mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Kabupaten

Buleleng.

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS yang
akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk
dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan
KUA dan PPAS antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya
akan dijabarkan dalam RKA PD sebagai lampiran Raperda
APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.
Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program
pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai
dengan visi, misi dan amanat RPJMD yang dilaksanakan

dengan:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen
Pemerintah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan
melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana
operasional dan memelihara konsistensi antara capaian
tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan
tujuan  perencanaan dan = penganggaran = tahunan

pembangunan daerah;

2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana
Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2019 sebagai patokan

dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan



digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan

pembangunan daerah;

3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan
daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan

serta partisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2019;

4. Menyatukan tujuan kegiatan semua PD melalui penetapan
target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka
pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng
sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam
menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);

5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing
urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam
RPJMD 2017-2022.

1.5 Sistematika
Dokumen RKPD Tahun 2019, disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum
Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud
dan Tujuan serta Sistematika Dokumen RKPD

Tahun 20109.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah
Kabupaten Buleleng, evaluasi kinerja
pembangunan daerah dan evaluasi Pelaksanaan
Program dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah sampai dengan Tahun berjalan
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beserta rumusan umum permasalahan dan
tantangan pembangunan daerah Kabupaten
Buleleng yang berhubungan dengan prioritas
pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya
yang berhubungan dengan layanan dasar dan
tugas fungsi Perangkat Daerah Kabupaten

Buleleng.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun 2018
dan perkiraan tahun 2019, tantangan dan
prospek perekonomian daerah tahun 2018 dan
tahun 2019, arah kebijakan ekonomi daerah,
analisis dan Perkiraan Sumber-sumber
Pendanaan Daerah serta arah Kebijakan

Keuangan Daerah untuk Tahun 2019.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH
Menjelaskan arah kebijakan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, prioritas pembangunan tahun
2019.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program prioritas tahun 2019.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Memuat Penetapan Indikator Kinerja

Penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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BAB VII. PENUTUP
Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat
dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai bagian
penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak
terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan

ketentuan perundangan yang berlaku.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Aspek Geografis

a. Luas, Batas Wilayah dan Cakupan Wilayah

Kabupaten Buleleng memiliki potensi pembangunan berupa

luas wilayah yang cukup besar, yaitu 1.365,88 km?2 atau 24,25% dari

luas Provinsi Bali, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat
Sebelah Utara
Sebelah Timur
Sebelah Selatan :

Kabupaten Jembrana

Laut Bali

Kabupaten Karangasem

Kabupaten Jembrana,

dan Bangli

Tabanan,

Badung

Secara administrasi, wilayah Kabupaten Buleleng mencakup

9 kecamatan, 129 desa, 19 kelurahan, dan 169 Desa Pakraman.

Ditinjau dari luas wilayah masing-masing kecamatan, kecamatan

Gerokgak merupakan kecamatan terluas, yaitu 356,57 km?2 atau

26,11% dari luas kabupaten Buleleng. Sedangkan luas wilayah paling

sempit terdapat di kecamatan Buleleng, yaitu 46,95 km?2 atau 3,44%

dari luas kabupaten Buleleng. Pembagian daerah administrasi di

Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Pembagian Daerah Administrasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2016
No. Kecamatan Administrasi ‘ ‘ Desa
Desa | Kelurahan | Dusun/Banjar | Lingkungan | Pakraman
1 |Gerokgak 14 - 77 - 14
2 |Seririt 20 1 80 5 25
3 |Busungbiu 15 - 41 - 16
4 |Banjar 17 - 74 - 17
S5 |Sukasada 14 1 63 S 21
6 |Buleleng 12 17 41 53 21
7 |Sawan 14 - 69 - 18
8 |Kubutambahan 13 - 52 - 22
9 |Tejakula 10 - 60 - 15
Jumlah 129 19 557 63 169

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017
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b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Buleleng terletak pada posisi
8°03’407- 8°23°00” LS dan 114025’55”- 115°27°28” BT, berada di
belahan Utara Pulau Bali memanjang dari Barat ke Timur. Kondisi
geografis wilayah Kabupaten Buleleng cukup bervariasi, sebagian
berupa daerah berbukit dan bergunung yang membentang di bagian
Selatan, sedangkan di bagian Utara sepanjang pantai merupakan
dataran rendah yang sempit dan kurang landai. Tipologi geografis
yang demikian dikenal sebagai Nyegara Gunung, posisi yang cukup
strategis menurut konsep Hindu yang menganut sistem hulu (ulun)

dan hilir (teben).

c. Topografi
1) Kemiringan Lahan

Wilayah Kabupaten Buleleng tersebar pada berbagai kelas
lereng, mulai dari 0% s.d. > 40% (Tabel 2.2). Hal ini menunjukkan
bahwa wilayah Kabupaten Buleleng terdiri dari lahan yang datar
hingga berlereng agak curam. Distribusi kemiringan lereng seperti

tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Luas dan Persebaran Kelas Lereng di Kabupaten Buleleng
Kelas Lereng Jumlah
No Kecamatan
0-8% 8-15% 15-25% | 25-40% | >40% (Ha)
1. |Gerokgak 11.249,81| 8.330,92| 9.295,31| 9.856,67 853,43 | 39.856,14
2. |Seririt 1.761,58| 2.517,65| 4.057,80| 3.700,74 0,00| 12.037,77
3. |Busungbiu 0,00| 2.412,26| 8.750,52| 2.843,69 0,00| 14.006,47
4. |Banjar 886,90 825,07 9.275,13| 2.598.86 105,34 | 13.691,30
5. |Sukasada 397,08| 1.436,18| 3.992,71| 1.788,16 394,89 7.939.02
6. |Buleleng 3.731,07 885,96 0,00 0,00 0,00| 4.617,03
7. |Sawan 2.419,17| 2.363,84| 2.297,56| 1.355,89 364,22 8.800,68
8. |Kubutambahan| 1.348,25| 7,659,89| 1.305,61| 1.268,19 398,56 11.980.50
9. |Tejakula 0,00 7.290,26 708,44| 1.780,59 0,00| 9.779,29
Jumlah 21.793,86| 33.722,03 | 39.613,08(25.192,79| 2.116,44 | 122.438,20

Sumber: DEM SRTM (Citra Landsat) Kementerian Kehutanan RI

Data pada Tabel 2.2 maupun Gambar 2.1 menunjukkan bahwa
secara kuantitatif, luas lahan yang berada pada kelas lereng antara
15-25% mendominasi kondisi lahan di Buleleng, yaitu 32,35% dari
total luas lahan. Sebagian besar wilayah merupakan lahan berlereng
karena posisi wilayah Kabupaten Buleleng yang berupa perbukitan di

bagian Selatan dan agak landai sampai ke pantai di bagian Utara
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(Nyegara Gunung). Kondisi topografi yang demikian perlu dikelola
dengan baik karena menempatkan wilayah Buleleng sebagai daerah

rawan bencana alam, terutama tanah longsor dan banjir bandang.
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Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2011

Gambar 2.1
Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Buleleng

2) Ketinggian Tempat

Ditinjau dari ketinggian tempat, sebagian besar (58,12%)
wilayah Kabupaten Buleleng berada pada ketinggian 0-499,9 m dpl.
Daerah yang berada pada ketinggian di atas 1.000 m dpl. hanya

sekitar 15,52%, sebagaimana dapat disimak pada Gambar 2.2.

Luas (Ha)

20000 -
10000 -

0-499,9 500-999,9 1000+
Ketinggian Tempat (m dpl)

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng : Kab. Buleleng dalam Angka, 2017
(Diolah)
Gambar 2.2
Perbandingan Luas Wilayah Kabupaten Buleleng
Berdasarkan Ketinggian Tempat
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d. Geologi
1) Struktur dan Karakteristik Geologi
Struktur geologi wilayah Kabupaten Buleleng tersusun
oleh: (1) lapisan aluvial yang tersebar di bagian Utara, (2)
batuan gunung berapi tersebar di bagian Selatan, dan (3)
formasi Asah, formasi Palasari, dan formasi Prapat Agung

tersebar di bagian Barat.

2) Potensi Geologi

Kabupaten Buleleng mempunyai potensi mineral
bukan logam dan batuan yang terbatas, yaitu sekitar 2.773,72
Ha (Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten
Buleleng Tahun 2013-2033). Jenis batuan yang ada antara
lain: batu kapur, batu apung, batu lahar, batu pilah, tanah
liat, batu andesit, dan sirtu. Selama lima tahun terakhir,
pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belumlah optimal.
Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan
pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan

pembangunan.

e. Hidrologi
1) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Buleleng selama
lima tahun terakhir difokuskan pada DAS prioritas I dan II.
DAS prioritas I adalah DAS yang prioritas pengelolaannya
paling tinggi karena menunjukkan kondisi dan permasalahan
biofisik dan sosek DAS paling kritis atau tidak sehat.
Sedangkan prioritas II adalah DAS-DAS yang prioritas
pengelolaannya sedang.

Dari 12 Sub Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(SWP DAS) yang ada di Provinsi Bali, 9 SWP DAS diantaranya
melingkupi wilayah Kabupaten Buleleng, yaitu Unda (prioritas
1), Blingkang Anyar (prioritas 1), Teluk Terima Pancoran
(prioritas 2), Pangiayung (prioritas 2), Saba Daya (prioritas 2),
Biluk Poh Gumbrih (prioritas 2), Klatakan Lubang (prioritas 2),
Leh Balian (prioritas 2), dan Oten Sungi (prioritas 2).
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2) Sungai

a)

b)

Kuantitas Sungai

Secara kuantitatif, ada 88 sungai di Kabupaten
Buleleng; 65 sungai (73,86%) diantaranya merupakan
sungai tadah hujan, yaitu sungai yang hanya mengalirkan
air pada musim hujan, sisanya 23 sungai atau 26,14%
merupakan sungai mengalir sepanjang tahun. Panjang
sungai antara 2,3 - 23,2 km. Tukad Saba merupakan sungai
terpanjang yaitu 23,2 km. Sedangkan yang terpendek
adalah Tukad Sema hanya 2,3 km. Debit maksimal sungai
bervariasi antara 112.000 - 62.119.000 m3/tahun. Sungai
yang memiliki debit air tahunan terbesar adalah Tukad
Saba mencapai 62.119.000 m3/tahun, sedangkan yang
terkecil adalah Tukad Pekecor hanya 112.000 ms3/tahun
(Dinas PUPR Kab. Buleleng, 2016).

Kualitas Air Sungai

Belum semua sungai yang terdapat di wilayah
Kabupaten Buleleng terpantau  kualitasnya. Dinas
Lingkungan Hidup memfokuskan pemantauan rutin setiap
tahun terhadap 3 (tiga) sungai utama, yaitu Sungai/Tukad
Banyumala, Sungai/Tukad Saba dan Sungai/Tukad
Buleleng. Hasil pemantauan menunjukkan kualitas air
sungai pada bagian hulu dan tengah masih tergolong baik,
namun pada bagian hilir sudah tercemar dan tidak layak
sebagai air baku air minum karena nilai Biochemical Oxygen
Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total
Fosfat sebagai P, Besi, Nitrit sebagai N, Fecal Coliform dan
Total Coliform melampaui baku mutu air minum Pergub Bali
Nomor 16 Tahun 2016 (DLH Kab. Buleleng, 2016/Dinas
Statistik Kab. Buleleng, 2016)

3) Air Danau/Waduk/Bendung/Embung

Terdapat 2 buah danau, 2 buah waduk, 24 bendung, dan

1 buah embung di Kabupaten Buleleng dengan total volume air

sekitar 134.203.500 m3. Volume air yang tertampung di danau
Buyan sekitar 92.800.000 mS3. Sedangkan, di danau
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Tamblingan sekitar 27.050.000 m3. Danau Buyan dan danau
Tamblingan merupakan danau vulkanik yang semuanya
berada pada rantai pegunungan dan merupakan penyangga
tata air di daerah hilir dan sekitarnya.

Dalam fungsinya sebagai penyedia air baku, fungsi
Danau Buyan semakin menurun karena adanya sedimentasi
yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Pada tahun 2015,
volume sedimentasi mencapai 2.216,799 m3. Akibat dari
sedimentasi tersebut menyebabkan penurunan kedalaman air
selama 3 tahun terakhir sebesar 20 m serta volume air
menurun dari 116,25 juta m3 menjadi 49,6 juta m3 (BWS Bali
Penida, 2016). Proses sedimentasi dan pendangkalan danau
ini dipicu oleh pola pengelolaan lahan-lahan pertanian di
pinggir danau yang kurang memperhatikan aspek-aspek
konservasi tanah dan air. Beban erosi yang tinggi bercampur
dengan pupuk dari lahan pertanian menyebabkan kondisi
danau mengalami pengayaan nutrien yang memacu
pertumbuhan tumbuhan air, khususnya eceng gondok dan
kapung kili di danau.

Selain danau, juga terdapat waduk dan embung, yaitu
waduk Gerokgak di Kecamatan Gerokgak, waduk Titab di
Kecamatan Busungbiu, dan Embung Tembok di Desa Tembok
Kecamatan Tejakula. Secara potensial, volume air Waduk
Gerokgak rata-rata 3.750.000 m3 dan kondisinya berfluktuasi
menurut musim. Secara teknis, waduk Titab memiliki luas
genangan 68,83 Ha dengan volume tampungan efektif 10,60
juta m3 yang dimanfaatkan untuk irigasi dan juga akan
dimanfaatkan untuk air minum dan pembangkit listrik.

Pemanfaatan sebagai irigasi mencakup daerah irigasi
Saba dan Puluran seluas 1.915 Ha, daerah irigasi Lebah
Semawa seluas 28 Ha, dan daerah irigasi Rawa seluas 23 Ha.
Pemanfaatan sebagai air minum sebesar 350 liter per detik
akan dikelola sebagai Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Regional yang mencakup wilayah Kabupaten Buleleng dan
Kabupaten Jembrana. Desa-desa yang akan dilayani oleh

SPAM Burana (Buleleng Jembrana) adalah:
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- Kecamatan Seririt (Unggahan, Munduk Bestala, Bestala,
Mayong, Rangdu, Ularan, Ringdikit, Joanyar, Kalianget,
Tangguwisia, Sulanyah, Bubunan, Seririt, Pengastulan,
Patemon, Lokapaksa, Umeanyar, Banjarasem, Kalisada dan
Pangkung Paruk).

- Kecamatan Banjar (Tampekan, Banjar Tegeha, Banjar,
Dencarik, Temukus, dan Kaliasem).

- Kecamatan Busungbiu (Telaga, Titab, Kekeran, dan
Busungbiu).

- Kecamatan Gerokgak (semua desa).

4) Mata Air

Mata air bagi masyarakat Buleleng memiliki nilai yang
sangat strategis. Selain memiliki fungsi sosial ekonomi sebagai
sumber air baku dan air irigasi, juga punya fungsi religi, yaitu
sebagai sarana pelaksanaan ritual/upacara adat/agama. Ke
depan, kelestarian sumber mata air perlu terus ditingkatkan.
Terdapat 243 buah sumber mata air di Kabupaten Buleleng
dengan potensi air lebih dari 1.125 liter per detik atau 79,528
juta m3/tahun. Dari 243 sumber mata air yang ada di
kabupaten Buleleng, sekitar 81 sumber mata air digunakan
untuk penyediaan air minum, sisanya untuk irigasi dan lain-

lain.

f. Klimatologi

Tipe iklim wilayah Kabupaten Buleleng berdasarkan klasifikasi
Schmidth-Ferguson bervariasi mulai dari tipe iklim C (nilai Q = 50,68)
di Wanagiri Kecamatan Sukasada dan sekitarnya, sampai tipe F (nilai
Q = 170,73 - 244,33) di Pemuteran Kecamatan Gerokgak dan
sekitarnya. Suhu wudara rata-rata berkisar 26,9°C - 28,40C;
kelembaban udara rata-rata mencapai 78%-84%, curah hujan antara
1.913,6 - 2.812,6 mm/tahun, dan penyinaran matahari mencapai

66-77%, sebagaimana dapat disimak pada tabel berikut.
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Tabel 2.3

Kondisi Beberapa Unsur Iklim di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

Stasiun Pengamatan
No Unsur Iklim Meteorologi | Geofisika | Geofisika | Klimatologi
Ngurah Rai | Sanglah | Karangasem Negara
1. | Temperatur (°C)
Maksimum 31,3 33,7 31,4 31,4
Minimum 25,2 25,1 23,1 24,0
Rata-rata 28,0 28,4 26,9 27,0
2. | Kelembaban Udara
(%)
Maksimum 89 88 90 93
Minimum 71 69 71 76
Rata-rata 80 78 81 84
3. | Tekanan Udara 1.009,5| 1.008,6 1.012,1 1.009,5
(mb)
4. | Kecepatan Angin 6 6 5 2
(knot)
5. | Curah Huyjan (mm) 2.489,0] 2.812,6 1.913,6 2.498,0
6. | Penyinaran 77 68 75 66
Matahari (%)

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Kab. Buleleng dalam Angka, 2017

g.

Penggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan utama di Kabupaten Buleleng
tahun 2016 didominasi oleh hutan (51.436,21 Ha atau 37,65%),
diikuti lahan kering 36.513 Ha atau 26,73% dan perkebunan 31.834
Ha atau 23,31%.

Tabel 2.4

Buleleng Tahun 2016

Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama di Kabupaten

Luas Luas Luas Luas Luas Lahan | Luas
Lahan Lahan | Lahan Lahan Hutan?) Lahan
No Kecamatan Non Sawah | Kering | Perkebunan (Ha) Badan

Pertanian| (Ha) (Ha) (Ha) Air*¥)

(Ha) (Ha)

1. |Gerokgak 570 631 6.259 1.374 34.566,23 29
2. |Seririt 566| 1.676 5.328 1.356 4.265,77 0
3. |Busungbiu 320 725 5.444 5.313 2918 68
4. |Banjar 449 689 4.267 8.215 2300,79 0
5. |Sukasada 519| 2.102 4.569 5.846 3061,82 482
6. |Buleleng 1.456| 1.666 1.122 181 0 0
7. |Sawan 591| 2.644 1.234 2.444 1709,5 0
8. Kubutambahan 425 527 5.449 3.418 984,15 0
9. |Tejakula 670 0 2.841 3.687 1629,95 0,1
Jumlah 5.566| 10.660| 36.513 31.834 51.436,21| 579,1

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kabupaten Buleleng, 2016 (diolah)
Keterangan : *)

**)

Hutan Negara
Danau, Waduk dan Embung
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Hutan negara di Kabupaten Buleleng pada tahun 2016 tercatat
seluas 51.436,21 Ha atau 37,65% dari total luas wilayah kabupaten,
sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Luas hutan tersebut sudah
memenuhi luasan ideal untuk optimalisasi manfaat fungsi
lingkungan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 18 ayat (2), yaitu minimal
30% dari luas pulau atau luas wilayah. Secara umum, kondisi
biofisik hutan masih baik, namun kemungkinan adanya gangguan
hutan perlu terus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Bentuk
gangguan hutan yang sering terjadi adalah kebakaran hutan dan

penebangan liar.

37,65%
0.40% 4.11%

M Luas Lahan Mon Pertanian
M Luas Lahan Sawah

W Luas Lahan Kering

M Luas Lahan Perkebunan
m Luas Lahan Hutan

26.73% M Luas Hutan Badan Air

23,31%

Gambar 2.3
Persentase Penggunaan Lahan Utama
di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

h. Potensi pengembangan wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Buleleng sebagaimana
tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Buleleng diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan kawasan
budidaya seluas 89.593,67 Ha atau 65,59% dari luas wilayah

kabupaten, meliputi:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 4.731,95 Ha;
meliputi hutan produksi terbatas seluas 3.207 Ha dan hutan
produksi tetap seluas kurang lebih 1.524 Ha.

2. Kawasan hutan rakyat, terutama pada kawasan-kawasan dengan
kemiringan di atas 40%, pada kawasan berbatasan dengan hutan
lindung, pada kawasan di dalam radius kawasan tempat suci,

serta kawasan lainnya. Namun, sampai dengan tahun 2016,
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luasan kawasan hutan rakyat belum dapat dipetakan dengan

tegas karena berada pada kawasan-kawasan di sekitar kawasan

lindung atau bercampur dengan kawasan budidaya lainnya dalam
luasan relatif kecil.

. Kawasan peruntukan pertanian dirancang seluas 48.741,51 Ha

atau 35,68% dari luas wilayah Kabupaten Buleleng, terdiri atas:

a) Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas sekitar 10.992
Ha, dengan jenis tanaman pangan yang banyak dikembangkan
adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah,

kedelai, dan kacang hijau.

Jenis tanaman pangan yang paling banyak diusahakan
adalah padi, dengan luas panen pada tahun 2016 mencapai
22.632 Ha dan total produksi sebanyak 135.270 ton gabah
kering giling (GKG). Produktivitas lahan sawah mencapai 6,07
ton GKG. Selain padi, jenis tanaman pangan yang juga cukup
banyak diusahakan adalah jagung dan kacang tanah, masing-
1.007 ha,

masing dengan luas panen 6.166 ha dan

sebagaimana dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan
di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

No. Komoditas Luas Panen (ha) Produksi (ton)
1. | Padi Sawah 21.135 128.209
2. | Jagung 5.674 15.850
3. | Ubi Kayu 753.000 7.887
4. | UbiJalar 9.000 101.000
5. | Kacang Tanah 1.061 1.215
6. | Kedelai 18.000 29.000
7. | Kacang Hijau 134.000 82.000

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten
Buleleng, 2017 (diolah)

Pengembangan tanaman pangan di Kabupaten Buleleng
selama ini dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain:

1) Perkembangan alih fungsi dari lahan pertanian produktif
ke non pertanian tahun 2011-2015 sebesar 107 Ha.
Sedangkan alih fungsi lahan tahun 2016 sebesar 15 Ha.
Perkembangan alih fungsi lahan pertanian dari tahun

2011-2016, dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.6
Alih Fungsi Lahan Pertanian
di Kabupaten Buleleng Tahun 2011-2016

Perkembangan | Perkembangan

. 2011 2012 2013 | 2014 | 2015 | 2016 2011 s/d 2015 s/d
No| Jenis Usaha 2015 2016
Ha Ha Ha Ha ha ha Ha (%/th)| Ha (% /th)
1 |Total Lahan 10,992|11,039(10,904|10,789|10,789|10,660| -66.4 -0.6| -129 -1.2
Sawah
2 |Lahan
Pertanian

Bukan Sawah

*Tegalan/kebun | 37,422| 36,990|37,028|37,056 36,991 |37,069| -70.6| -0.19 78 0.21

*Perkebunan 31,834|31,834|31,874|31,924 31,947 (31,983 29.8| 0.09 36 0.11

Lahan 80,248 79,863(79,806(79,769|79,727(79,712| -107.2| -0.13| -15| -0.02
Pertanian
Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2017
(diolah)

2) Ketersediaan air irigasi semakin menurun yang
mengakibatkan seringnya bencana kekeringan dialami
oleh petani. Pada tahun 2016, terjadi bencana
kekeringan sekitar 497 Ha (Dinas Pertanian Kab.

Buleleng, 2017).

b) Kawasan peruntukan hortikultura seluas 5.391 Ha.

Komoditi  hortikultura yang  potensial dan  banyak

dikembangkan adalah:

- Komoditas tanaman buah-buahan: mangga (Mangga
Arumanis dan Lalijiwa/Madu) dan rambutan di Kecamatan
Tejakula, Kubutambahan, Sawan, dan Gerokgak. Tanaman
pisang hampir ada di semua kecamatan. Durian, wani, dan
manggis di Kecamatan Sawan, Banjar, dan Busungbiu.
Pembibitan tanaman buah-buahan di Desa Suwug, Sinabun
dan Sudaji Kecamatan Sawan; Desa Bila Kecamatan
Kubutambahan; dan Desa Les Kecamatan Tejakula. Selain
jenis mangga dan wani yang sudah cukup dikenal,
Kabupaten Buleleng juga memiliki beberapa jenis mangga
lokal meskipun dengan populasi sangat terbatas, namun
potensial untuk dikembangkan, antara lain mangga/poh
Bikul di Desa Menyali, mangga Amplemsari di Desa

Tejakula, dan wani ngumpen di Desa Bebetin.
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- Komoditi sayur-sayuran dataran tinggi di Kecamatan
Sukasada, dan sayuran dataran rendah di Kecamatan
Kubutambahan, Sawan dan Seririt.

- Tanaman hias banyak dikembangkan di Kecamatan
Sukasada dan Banjar.

- Tanaman biofar banyak dikembangkan di Kecamatan

Seririt, Busungbiu dan Banjar.

Komoditas hortikultura buah yang banyak dikembangkan
Kabupaten Buleleng adalah mangga, pisang, jeruk, rambutan,
anggur, dan durian. Jumlah tanaman dan produksi buah-
buahan di Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.7

Jumlah Tanaman dan Produksi Buah-buahan
di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

No. Komoditas Jumlah Tanaman Produksi (ton)
(pohon)
1. Mangga 673.188 24.562
2. Rambutan 283.793 10.967
3. | Jeruk 520.197 3.236
4. Durian 119.616 1.855
S. Pisang 958.663 23.571
6. | Anggur 360.390 9.072

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Kab. Buleleng dalam Angka, 2017

Sedangkan, komoditas sayur mayur yang banyak
diusahakan, didominasi oleh kelompok tanaman dataran
tinggi, seperti kubis, kentang, dan wortel. Jenis tanaman
sayuran yang memiliki adaptasi cukup luas yang juga banyak
dikembangkan adalah cabai, tomat, dan bawang merah. Luas
areal panen dan produksi sayur-sayuran di Kabupaten

Buleleng tahun 2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Luas Areal Panen dan Produksi Sayur-sayuran
di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

No. Komoditas Luas Panen (ha) Produksi (ton)
1. | Bawang Merah 45 208

2. | Bawang Putih 0 0

3. | Bawang Daun 3 27

4. | Kentang 14 251

S. | Kubis 143 1.045

6. | Sawi 61 483

7. | Wortel 78 2.043

8. | Kacang Panjang 0 0
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No. Komoditas Luas Panen (ha) Produksi (ton)
9. | Cabe 51 700
10. | Tomat 35 2.826
11. | Terung 0 0
12. | Buncis 13 383
13. | Bayam 0 0
14. | Kangkung 12 51

Sumber: Dinas Statistik Kabupaten Buleleng, 2017

Kendala utama yang dihadapi petani hortikultura di
Kabupaten Buleleng adalah belum adanya kepastian pasar dan
harga sangat berfluktuasi. Umumnya harga buah-buahan,
seperti mangga, rambutan dan anggur sangat rendah ketika
musim panen raya sehingga sangat merugikan petani.

Selain potensi kawasan peruntukan sebagaimana
tersebut di atas, kelembagaan tani yang telah terbangun
selama ini perlu terus dikuatkan. Potensi kelembagaan tani
yang ada meliputi: 1.215 kelompok tani dan subak, serta
Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) yang tersebar di

seluruh kecamatan.

Kawasan peruntukan perkebunan

Menurut RTRW Kabupaten Buleleng kurang lebih luasnya

20.274 Ha, meliputi pengembangan:

- Komoditas kopi Robusta pada dataran sedang dan Arabika
pada dataran tinggi di Kecamatan Busungbiu, Banjar,
Sukasada, dan Kubutambahan.

- Komoditas kakao di kawasan perkebunan dataran sedang di
setiap kecamatan.

- Komoditi cengkeh dan vanili di Kecamatan Busungbiu,
Banjar, Sukasada, Kubutambahan, dan Tejakula.

- Komoditi tembakau Virginia di Kecamatan Buleleng,
Sukasada dan Sawan.

- Komoditi kelapa dan jambu mete tersebar di dataran
rendah dan sedang hampir di setiap kecamatan.

Komoditas yang diusahakan juga cukup beragam sesuai
daerah adaptasi masing-masing jenis tanaman, yaitu kopi
Robusta, cengkeh, vanili, dan kakao di dataran sedang; kopi

Arabika di dataran tinggi; dan kelapa dalam, tembakau
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Virginia dan jambu mente di dataran rendah, sebagaimana

tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan
di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

No. Komoditas Luas Areal (Ha)" Produksi (ton)
1. Kopi Robusta 10.745,91 6.023,857
2. Kopi Arabika 2.834,00 884,95
3. | Kakao 1.254,83 817,99
4. | Cengkeh 7.746,00 2.353,384
5. | Vanili 0,00 0,00
6. Tembakau Virginia 364,00 765,00
7. Kelapa Dalam 8.861,81 8.584,06
8. Jambu Mete 1.737,50 374,07

Jumlah 33.544,05 19803,311

Keterangan: *) Luas Areal Indikatif pada sistem tanam campuran (tumpang sari)

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Kab. Buleleng dalam Angka, 2017

Jika dibandingkan dengan tanaman hortikultura, pasar
komoditi perkebunan relatif lebih terbuka dan memiliki harga
yang relatif stabil. Khusus untuk kopi Arabika, petani kopi
Buleleng sudah mampu menghasilkan biji kopi organik dan
sertifikat Kendala daam

adalah

mendapat rainforest. utama

pengembangan budidaya tanaman perkebunan

produksi tidak menentu akibat anomali iklim.

Pada Tabel 2.9 di atas terlihat bahwa total luas areal
perkebunan mencapai 33.544,05 Ha. Jika dibandingkan
dengan luas kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana
diarahkan dalam RTRW yang hanya 20.274 Ha, maka terlihat
terdapat selisih sebanyak 14.154 Ha. Hal ini disebabkan
karena sistem pertanaman tanaman perkebunan yang ada
adalah campuran atau tumpangsari, sehingga dalam suatu
areal lahan terdapat lebih dari satu jenis tanaman. Pendataan
yang dilakukan berdasarkan jumlah tegakan tanaman yang
dikonversi ke dalam luasan, menyebabkan luas tanaman
seolah-olah lebih banyak daripada potensinya. Di samping itu,
lahan pertanian dan perkebunan juga ada yang terintegrasi

dengan kawasan pariwisata sehingga dihitung dalam kawasan

pariwisata.
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d) Kawasan peruntukan peternakan.
Potensi ternak yang ada dan sudah berkembang selama ini
adalah:
- Ternak besar: sapi, babi, kambing dan kerbau.
- Ternak wunggas: ayam kampung, ayam petelur, ayam
pedaging, dan itik.
Berikut disajikan data jumlah ternak di Kabupaten Buleleng

pada tahun 2016.

Tabel 2.10
Jumlah Ternak di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

No Jenis Ternak Jumlah (ekor)
1 | Ayam Buras 838.229

2 | Ayam Ras 308.489

3 | Sapi Potong 125.439

4 | Babi Bali 107.265

5 | Sedelback 46.131

6 | Babi Landrace 33.127

7 | Kambing PE 22.190

8 | Kambing Kacang 5.900

9 |[Kerbau 108

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Kab. Buleleng dalam Angka, 2017

4. Kawasan peruntukan perikanan

Kabupaten Buleleng memiliki pantai sepanjang = 157,05 km
yang membentang dari Barat ke Timur mulai dari Desa
Sumberkelampok di Kecamatan Gerokgak sampai Desa Tembok di
Kecamatan Tejakula. Di dalamnya terkandung berbagai jenis ikan
baik ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang
panaeid, lobster, cumi-cumi, ikan tongkol maupun ikan karang
yang diperkirakan potensi lestarinya sebesar 20.119 ton per
tahun. Luas lahan potensial untuk budidaya laut £ 1.000 Ha,
dengan rincian yaitu budidaya Kerapu, Bandeng dan Kakap
sebanyak 500 Ha, Rumput Laut sebanyak 250 Ha, dan Mutiara
sebanyak 250 Ha (Dinas Perikanan dan Kelautan, 2016).

Potensi kawasan yang dapat dikembangkan untuk

perikanan mencakup:
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a) Perikanan Tangkap meliputi:

Perikanan tangkap di perairan umum (danau, sungai dan
waduk) yang telah dilakukan oleh nelayan di Kecamatan
Banjar dan Sukasada. Potensi perairan umum di
Kabupaten Buleleng mencapai luas * 4.060,1 Ha yang
terdiri dari dua buah danau dengan luas 627,1 Ha,
perairan sungai dan irigasi 3.433 Ha. Produksi
tangkapan di perairan umum mencapai 125,9 ton pada
tahun 2016.

Perikanan tangkap di perairan laut, selama ini telah
dilakukan oleh nelayan di Kecamatan Gerokgak, Seririt,
Banjar, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula.
Potensi lestari penangkapan ikan diperkirakan mencapai
20.119 ton/tahun. Berdasarkan data tahun 2016,
produksi perikanan tangkap di laut baru mencapai
16.509,06 ton yang berarti pemanfaatannya baru 82,05%
dari potensi lestari (Dinas Perikanan dan Kelautan,

2016).

b) Perikanan budidaya meliputi:

Perikanan budidaya di danau Buyan dan Tamblingan
berupa karamba jaring apung.

Perikanan budidaya kolam permanen, semi permanen
maupun kolam tanah. Jenis ikan yang telah
dikembangkan dan potensial terus dikembangkan adalah
lele, nila, gurami, udang galah, dan ikan lainnya dengan
hasil produksi budidaya sebesar 68,2 ton pada tahun
2016.

Perikanan budidaya tambak dengan jenis yang banyak
dikembangkan adalah tambak udang dan bandeng. Luas
potensi lahan untuk budidaya ikan dan udang di tambak
adalah + 500 Ha. Luas pemanfaatan budidaya tambak
tahun 2016 adalah seluas 167,65 Ha dengan produksi
sebesar 2.468,5 ton

Perikanan budidaya laut meliputi budidaya rumput laut

di wilayah kecamatan  Gerokgak, Seririt, dan
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Kubutambahan, budidaya karamba jaring apung di
Kecamatan Gerokgak, budidaya mutiara di wilayah
Kecamatan Gerokgak, dan kecamatan Kubutambahan.
Potensi budidaya laut mencapai 1.000 Ha yang terdiri
dari potensi budidaya Kerapu, Bandeng, Kakap, dan ikan
lainnya sebesar 500 Ha dengan pemanfaatan baru
mencapai 43,84 Ha (16,48%). Potensi budidaya Mutiara
250 Ha yang pemanfaatannya baru seluas 111 Ha
(44,4%) dengan produksi sebanyak 4.062 butir mutiara,
213.600 ekor sepat, dan cakang mutiara sebanyak 5,5
ton. Sedangkan potensi budidaya rumput laut seluas
250 Ha dengan pemanfaatan 10 Ha dan produksi 7,2 ton.

- Pembenihan ikan air tawar maupun payau. Jumlah
pembenihan swasta untuk komoditi induk bandeng
sebanyak 36 pembudidaya dan 394 orang pembenihan
skala rumah tangga dengan produksi nener sebesar
6.2229.550.000 ekor. Jika ada pemasaran optimal maka
potensi produksi nener bisa mencapai 10.000.000.000
ekor per tahun. Pembenihan udang vaname di
Kabupaten Buleleng dilakukan oleh 20 orang pengusaha.
Potensi produksi benih udang vaname per tahun
mencapai 10.000.000 ekor dan sampai tahun 2016,
produksi budidaya udang vaname ukuran konsumsi
mencapai 2.468,5 ton.

c) Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:

- Sentra-sentra industri kecil dan industri rumahan yang
mengolah hasil-hasil perikanan terdapat di Kecamatan
Gerokgak, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan,
Kubutambahan dan Tejakula.

- Kawasan industri perikanan tersebar di kawasan
pelabuhan Sangsit kecamatan Sawan dan di Kecamatan
Gerokgak.

- Sentra-sentra industri kecil kemaritiman terdapat di
Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan,

Kubutambahan dan Tejakula.
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- Sentra industri garam di Kecamatan Gerokgak dan
Tejakula.
- Pasar ikan di Kecamatan Buleleng, Seririt, Sawan, dan

Kubutambahan.

5. Kawasan peruntukan pariwisata

Luas kawasan peruntukan pariwisata adalah sekitar

36.824 Ha atau 26,95% dari luas wilayah kabupaten, terdiri dari:

a)

b)

Kawasan pariwisata, meliputi 3 (tiga) kawasan, yaitu:

1) Kalibukbuk/Lovina, mencakup: Desa Kalibukbuk, Anturan,
Tukad Mungga dan Pemaron di Kecamatan Bxuleleng, dan
Desa Kaliasem, Temukus, Tigawasa di Kecamatan Banjar,
dan Kayu Putih Melaka kecamatan Sukasada dipromosikan
sebagai bagian dari kawasan pariwisata.

2) Kawasan pariwisata Batu Ampar meliputi: Desa
Penyabangan, Banyupoh, Pemuteran, Sumberkima, dan
Desa Pejarakan di Kecamatan Gerokgak.

3) Kawasan Pariwisata Air Sanih meliputi: Desa Tembok,
Sambirenteng, Penuktukan, Les, Bondalem, Tejakula, Julah,
Sembiran, dan Pacung di Kecamatan Tejakula, dan Desa
Bukti Kecamatan Kubutambahan.

Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (DTWK)

Meliputi: Desa Pancasari dan Wanagiri di Kecamatan

Sukasada, Desa Munduk, Gesing dan Gobleg di Kecamatan

Banjar, dan Desa Umejero di Kecamatan Busungbiu.

Daya Tarik Wisata (DTW)

Meliputi: DTW wisata alam (Air Panas Banyuwedang di desa

Banyuwedang Gerokgak, Air Panas Banjar di Desa Banjar,

Danau Tamblingan di desa Munduk, Danau Buyan di Desa

Pancasari, Air Terjun Gitgit di Desa Wanagiri, Air Terjun

Bertingkat dan Air Terjun Campuhan/Twin Waterfall di Desa

Gitgit, Air Sanih di Desa Bukti, Air Terjun Sekumpul di Desa

Sekumpul, Air Terjun Bengbengan, Air Terjun Fiji, Air Terjun

Bukit Lalang, Air Terjun Yeh Mampeh, Air Terjun Ikut Sampi di

Desa Lemukih, dan Air Terjun Les di Desa Les, dan Air Terjun

Melanting di Desa Munduk). Sementara itu, DTW budaya

meliputi Gedong Kirtya dan Museum Buleleng di Kelurahan
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Paket Agung, dan Ex. Pelabuhan Buleleng di Kelurahan
Kampung Bugis.

Data perkembangan kunjungan wisata di Kabupaten
Buleleng menunjukkan peningkatan setiap tahun, hal ini
berpotensi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Buleleng, seperti pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Perkembangan Jumlah Desa Wisata
DTW, dan Kunjungan Wisata di Kabupaten Buleleng
Periode Tahun 2012-2016

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
Desa Wisata 10 10 10 10 10
Daya Tarik Wisata 14 14 14 14 19
Kunjungan Wisatawan 562.895 | 638.147 | 663.826 | 702.944 | 805.458

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

6. Kawasan peruntukan pertambangan
Kawasan peruntukan pertambangan berupa pertambangan skala
kecil, meliputi:

a) Lokasi kawasan pertambangan batuan tersebar di
Kecamatan Gerokgak, Kubutambahan, Tejakula, Buleleng,
dan Seririt;

b) Lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah
tanah yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan

c) Kawasan peruntukan pertambangan sumber energi minyak
lepas pantai di perairan Laut Bali sesuai potensi yang ada
setelah diadakan penelitian serta dinilai layak baik secara
ekonomis maupun lingkungan.

7. Kawasan peruntukan industri
Kawasan perindustrian mencakup kawasan:

a) Kawasan peruntukan aneka industri Celukan Bawang yang
meliputi: Desa Tukad Sumaga, Tinga-Tinga, Celukan
Bawang, Pengulon, dan Patas di Kecamatan Gerokgak
seluas sekitar 1762 Ha.

b) Sentra-sentra industri kecil kreatif dan kerajinan rumah
tangga, makanan olahan dan unggulan lainnya yang

lokasinya tersebar pada kawasan permukiman, seperti Desa
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)

Kalianget, Desa Sinabun, Desa Sidatapa, Desa Tigawasa,
dan Desa Sari Mekar.
Pengembangan agroindustri di kawasan Agropolitan Depeha,

Tista, Banjar, dan Pancasari.

8. Kawasan peruntukan pemukiman

Kawasan peruntukan permukiman mencakup luasan sekitar

10.960,72 Ha atau 8,03% dari luas wilayah kabupaten, meliputi:

a)

b)

Kawasan permukiman perkotaan

Meliputi:

1) Kawasan permukiman di kawasan perkotaan fungsi PKW
di perkotaan Singaraja;

2) Kawasan permukiman di kawasan perkotaan fungsi PKL
di perkotaan Seririt;

3) Kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang
berfungsi PKK meliputi kawasan perkotaan Gerokgak,
Celukan Bawang, Busungbiu, Banjar, Kalibukbuk,
Pancasari, Kubutambahan, Sangsit, dan Tejakula.

Kawasan permukiman perdesaan

Kawasan ini merupakan bagian dari kawasan perdesa